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BUPATI BANTUL 
 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

 

NOMOR     10     TAHUN 2018 
 

T E N T A N G 

 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTUL, 

 
Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Bantul memiliki potensi geografis, 

geologis, hidrologis dan demografis yang berpotensi 

terjadinya bencana, sehingga diperlukan kewaspadaan dan 
kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana secara cepat, tepat dan terencana; 

 
b. bahwa  kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi 
dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan 

susunan organisasinya agar mampu memberikan 
perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan 
bencana secara berdaya guna dan berhasil guna; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

lndonesla Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4723); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesla Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 

 
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

 
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 
62); 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 

dan 

BUPATI BANTUL 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN 

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH KABUPATEN BANTUL. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik 

oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang 
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD 
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. 

4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/atau keterampilan tertentu. 
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis BPBD untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu. 
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

7. Bupati adalah Bupati Bantul. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. 
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bantul. 
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10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Bantul. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 2 
 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD. 

 
Pasal 3 

 
(1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan perangkat daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan 
sub urusan kebakaran. 

 
(2) BPBD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati. 
 

Bagian Kedua 

Organisasi 

Paragraf 1 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 4 

 

Organisasi BPBD merupakan organisasi perangkat daerah Tipe A. 

 

Pasal 5 

 

(1) Susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas : 

a. Kepala BPBD; 
b. Unsur Pengarah; dan 
c. Unsur Pelaksana. 

 
(2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 2 
Kepala Badan 

 
Pasal 6 

 

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a secara ex-
officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 
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Paragraf 3 
Unsur Pengarah 

 
Pasal 7 

 
(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

 
(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang 

dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota. 

 
(3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : 

a. pejabat Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
Tentara Nasional Indonesia sebanyak 5 (lima) orang; dan 

b. masyarakat profesional sebanyak 4 (empat) orang. 

 
(4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 

terdiri atas pejabat pada organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
 

(5) Masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal 
dari para pakar/profesional di bidang penanggulangan bencana. 

 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi unsur 
pengarah diatur dalam Peraturan Bupati. 

 
Paragraf 4 

Unsur Pelaksana 

 
Pasal 8 

 

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin 
oleh seorang Kepala Pelaksana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 
 

Pasal 9 

 
(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 

terdiri atas : 
a. Kepala Pelaksana; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Sub Bagian Keuangan; 

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas: 
1. Seksi Pencegahan; dan 

2. Seksi Kesiapsiagaan. 
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas: 

1. Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran; dan 

2. Seksi Logistik dan Perbekalan. 
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas: 

1. Seksi Rehabilitasi; dan 
2. Seksi Rekonstruksi. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh 
seorang Sekretaris Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Pelaksana. 
 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. 

 
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai 

dengan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Pelaksana. 

 

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, 
huruf d angka 1 dan angka 2, serta huruf e angka 1 dan angka 2, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
 

(6) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. 

 

(7) Dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan 
Bupati 

 
Bagian Ketiga 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

 

(1) Pada BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, serta tata 

kerja Kelompok Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

Bagian Keempat 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
 

Pasal 11 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi BPBD 

diatur dalam Peraturan Bupati. 
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BAB III 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan dan Unsur Pengarah 

 
Pasal 12 

 

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 13 
 

(1) Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa 
tugas selama 5 (lima) tahun. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian 
unsur pengarah diatur dalam Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi Unsur Pelaksana 

 
Pasal 14 

 

(1) Kepala Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian 
dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala 

Badan. 
 

(2) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi 

pratama (eselon II/b). 
 
(3) Sekretaris Pelaksana dan Kepala Bidang pada BPBD merupakan jabatan 

struktural administratur (eselon III/b). 
 

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada 
BPBD merupakan jabatan struktural pengawas (eselon IV/a). 

 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 15 

 

BPBD yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 
dilaksanakan penataan organisasi BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 16 

 
Pelaksanaan penataan organisasi BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini 

dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2018. 
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Pasal 17 

 
Pada saat penataan BPBD selesai dilaksanakan, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 18 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. 
 

 

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Juli 2018 

 

BUPATI BANTUL, 

 

Ttd. 

 

SUHARSONO 
 

Diundangkan di Bantul 
pada tanggal  20 Juli 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
 

Ttd. 

RIYANTONO 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 10 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 10,26 /2018) 
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PENJELASAN 
 

A T A S 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

NOMOR     10    TAHUN  2018 

 
T E N T A N G 

 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 
 
 

I. UMUM 
 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul  telah menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2010 tentang Pembentukan 
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 

sebagai pedoman dalam melakukan  pelaksanaan kegiatan meningkatkan 
kewasdaan dan kesiapsiagaan dalam menyelenggarakan penanggulangan 
bencana. 

 
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 06 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Bantul, susunan organisasi BPBD Kabupaten 

Bantul Tipe B, yang terdiri atas Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh 

Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, 3 (tiga) Seksi dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Kepala Pelaksana BPBD adalah 

jabatan struktural eselon III/a dan Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi 

adalah jabatan struktural eselon IVa. 

 

Mempertimbangkan Kabupaten Bantul merupakan salah satu 

daerah yang rawan dari bencana alam, baik bencana gempa bumi, tanah 

longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, dan lain-lain, maka fungsi 

komando, koordinasi dan pelaksana menjadi kurang efektif, apabila tetap 

dilaksanakan dengan organisasi BPBD Tipe B, karena harus berkoordinasi 

dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah 

yang kedudukan organisasinya lebih tinggi karena telah dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah.  

 

Berdasarkan besarnya beban kerja serta data kejadian bencana di 

Kabupaten Bantul dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan kejadian 

kebencanaan, diperlukan kelembagaan BPBD yang mampu mengantisipasi 

potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul, sehingga susunan 

organisasi BPBD perlu ditingkatkan menjadi Tipe A. 

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dicabut dan 

ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. 
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II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 
Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 
Pasal 8 

Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 
Pasal 12 

Cukup jelas 
Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 
Pasal 16 

Cukup jelas 
Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

 
 
 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 101 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

NOMOR  10  TAHUN 2018 
 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD 

 

 
 

 
KEPALA BADAN 

Unsur Pelaksana 

Kepala Pelaksana 

Unsur Pengarah 

- Unsur Pemerintah Daerah 

- Unsur TNI/Polri 

- Unsur Profesional/Pakar 

Bidang Kedaruratan 
dan Logistik 

Bidang Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 

Bidang Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi 

Sub Bagian 

Umum dan 

Kepegawaian 

Sub Bagian 
Keuangan 

Sekretariat 

Sub Bagian 

Program dan 

Pelaporan 

Seksi 
Pencegahan 

Seksi 
Kesiapsiagaan 

Seksi Logistik 
dan Perbekalan 

Seksi Tanggap 

Darurat, Evakuasi 

dan Kebakaran 

Seksi 
Rekonstruksi 

Seksi 
Rehabilitasi 

Unit Pelaksana 
Teknis Daerah 

BUPATI BANTUL, 

Ttd. 

 

SUHARSONO 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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